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ABSTRACT

Musrenbangdes, which is one of the means of development planning, should be deliberative
and involve the community in the decision-making process. This study aims to analyze the
suitability of the application of the principles of Deliberative Democracy in the
implementation of the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) in Mandi
Angin Village, South Indralaya District, Ogan Ilir Regency. This research uses a qualitative
method with a case study approach and uses data collection techniques in the form of
interviews, observation, and documentation. This research uses the theory of deliberative
democracy from Philip Pettit which suggests that deliberative democracy must be inclusive,
Jjudgmental, and dialogical. The results showed that the implementation of musrenbang in
Mandi Angin Village had not maximally applied the principles of deliberative democracy.
Several obstacles experienced caused the implementation of deliberative principles not to
be fulfilled. The obstacles experienced included minimal community attendance, less active
participants, and the non-realization of agreed development proposals. Some of the factors
inhibiting the Musrenbang in Mandi Angin Village are various work factors, community
disappointment, and obstacles in communication.

Kata Kunci : Deliberative Democracy, Musrenbangdes, Community Participation
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ABSTRAK

Musrenbangdes yang menjadi salah satu sarana perencanaan pembangunan seharusnya
dapat bersifat deliberatif dan melibatkan masyarakat dalam proses penentuan keputusan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan prinsip-prinsip
Deliberative Democracy dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) Di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta
menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Penelitian ini menggunakan teori deliberative democracy dari Philip Pettit yang
mengemukakan bahwa demokrasi deliberatif harus bersifat inklusif, menghakimi, dan
dialogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan musrenbang di Desa
Mandi Angin belum menerapkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif secara maksimal.
Beberapa kendala yang dialami menyebabkan impelentasi prinsip-prinsip deliberative
belum terpenuhi. Kendala yang dialami diantaranya ialah kehadiran masyarakat yang masih
minim, peserta yang hadir kurang aktif, serta tidak terealisasinya usulan pembangunan yang
telah disepakati. Adapun beberapa faktor penghambat Musrenbang di Desa Mandi Angin
ialah faktor pekerjaan yang beragam, kekecewaan masyarakat, serta kendala dalam
komunikasi.

Kata Kunci : Deliberative Democracy, Musrenbangdes, Partisipasi Masyarakat
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan
kemakmuran masyarakat. Pembangunan merupakan dampak dari kegiatan atau
kebijakan pemerintan yang disusun untuk menyokong masyarakat dalam
mendapatkan kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dan lain
sebagainya. Pembangunan merupakan usaha yang dilaksanakan secara sadar oleh
suatu bangsa, negara, dan pemerintah guna mencapai tujuan nasional melalui
pertumbuhan dan perubahan yang terencana (Siagian dalam Poluan dkk, 2019).
Artinya, pembangunan yang dilaksanakan sudah semestinya dilakukan melalui usaha
serta direncanakan secara sadar, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan utama pembangunan adalah
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru dilakukan melalui sistem
perencanaan yang terpusat (sentralistik). Artinya pemerintah tampil sebagai pemeran
utama dalam hal pembangunan nasional. Seiring perkembangannya, pelaksanaan
pembangunan menjadi terpusat sehingga partisipasi rakyat kurang mendapatkan
perhatian, rakyat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, serta pada sistem
nasional pemerintah daerah hanya menjadi pelengkap saja tanpa berbuat apa pun,
terutama dalam hal perencanaan. Akibat dari hal tersebut adalah pemerintah daerah
menjadi semakin ketergantungan kepada pemerintah pusat dikarenakan penerapan
pendekatan terpusat itu (Rayid dalam Waris, 2012). Eko Sutoro dalam (Rafinzar,

2021) mengatakan bahwa pemerintah dapat bertindak otoriter dan memposisikan diri



sebagai seorang penguasa jika tidak adanya pelibatan elemen masyarakat dalam
instrumen kebijakan.

Perubahan perencanaan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi
merupakan wujud dari langkah pemerintah untuk mengubah sistem pemerintahan
yang sentralistik, yang mana perubahan tersebut digambarkan pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
membawa kembali semangat demokratisasi pemerintahan daerah. Perubahan dari
pemeirntahan terpusat ke desentralisasi diharapkan dapat berdampak pada
meningkatnya peran serta dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan
pembangunan daerah. Konsep tersebut menjadi salah satu upaya untuk mencapai
pembangunan yang mengutamakan keterlibatan masyarakat guna mendapatkan
keputusan terbaik mengenai kebijakan dalam rangka memperbaiki kondisi dan taraf
hidup masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat berbentuk keterlibatannya dalam proses
perencanaan, sehingga melalui keterlibatannya tersebut permasalahan yang dihadapi
dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama yang mengutamakan kesetaraan,
transparansi, dan tanggung jawab dari partisipasinya. Perencanaan partisipatif
menekankan kepada keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat merupakan
kunci keberhasilan sebuah rencana pembangunan. Konsep tersebut sejalan dengan
model deliberative democracy yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat
sipil menjadi suatu hal yang penting dalam menentukan kebijakan. Menurut Jurgen
Habermas dalam Ferrer (2019) demokrasi deliberatif merupakan sebuah prosedur
yang dilakukan untuk dapat menghasilkan sebua keputusan. Konsep tersebut

bertujuan untuk meningkatkan intensitas partisipasi masyarakat dalam proses



pembentukan aspirasi dan opini agar pembangunan, kebijakan dan undang-undang
yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang
diperintah.

Beberapa pendapat lain dijelaskan oleh Gutmann dan Thompson (2009:3)
bahwa demokrasi deliberatif menegaskan perlunya membenarkan keputusan yang
dibuat oleh warga negara dan perwakilan mereka. Demokrasi deliberatif memberikan
ruang bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan lainnya (termasuk perundingan
antar kelompok). Gutmann dan Thompson (2009:3) mendefinisikan demokrasi
deliberatif sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara (dan perwakilan
mereka) yang bebas dan setara, membenarkan keputusan-keputusan dalam sebuah
proses di mana mereka saling memberi alasan yang dapat diterima bersama dan
dapat diakses secara umum, dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang
mengikat semua warga negara saat ini, namun terbuka terhadap tantangan di masa
depan.

Di Indonesia, konsep perencanaan partisipatif atau yang disebut deliberative
democracy ini sejalan dengan program musyawarah perencanaan pembangunan desa
(musrenbangdes). Pelaksanaan Musrenbang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam
undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan
yang disingkat dengan Musrenbang adalah forum antarpelaku yang diselenggarakan
dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Daerah. Partisipasi
masyarakat pada proses perencanaan pembangunan menjadi salah satu hal penting
yang terus diperhatikan. Dalam proses Musrenbang, masyarakat memiliki

kesempatan dan diberikan hak untuk mengutarakan usulan atau aspirasinya mengenai



prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Begitu pula pada pelaksanaan
musrenbang desa, dimana harus melibatkan seluruh aspek penting yang ada pada
masyarakat desa, seperti warga desa, lembaga kemasyarakatan, BPD, dan Pemerintah
Desa. Hal itu sesuai dengan ketentuan pada pasal 25 Permendagri Republik
Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana
berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa harus diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
yang juga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Kemudian
pada Pasal 31 Permendes PDTT No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan bahwa warga
Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang
diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa. Hal tersebut
dilakukan untuk menyepakati prioritas pembangunan Desa yang disesuaikan dengan
arah kebijakan pemerintah desa yang akan diajukan untuk tahun berikutnya.

Setiap desa wajib menyelenggarakan musrenbangdes untuk menyepakati
prioritas pembangunan desa yang disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah
desa yang akan diajukan untuk tahun berikutnya. Desa Mandi Angin yang terletak di
Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir menjadi salah satu desa yang juga
melaksanakan musrenbangdes setiap tahunnya. Seperti yang kita ketahui bahwa
tujuan dilaksanakannya musrenbangdes adalah untuk menyepakati prioritas program
pembangunan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari segi ekonomi,
kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Namun berdasarkan data

yang didapatkan pada Pusat Data Desa Indonesia (PDDI), Desa Mandi Angin



tergolong Tertinggal menurut Indeks Desa Membangun dan tergolong Berkembang
menurut Indeks Pembangunan Desa.

Gambar 1. IDM dan IPD Desa Mandi Angin

= o ©) PUSAT DATA DESA INDONESIA

2019 2018 2014
IDM

PPN Tertinggal Tertinggal Tertinggal
0576 0541

0.541 0522
IKL: 34.7% . IKS: 35.4%
IKE: 29.9%
Berkembang Tertinggal
IPD 58,83986679 49,851145
Indeks Pembangunan Desa
2018 2014

Sumber : Pusat Data Desa Indonesia

Data tersebut menunjukkan bahwa dari segi ketahanan sosial, ekonomi, dan
ekologi/lingkungan, Desa Mandi Angin masih tertinggal, artinya Desa Mandi Angin
masih kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi yang dimiliki sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,
kualitas hidup manusia, serta masih mengalami kemiskinan dalam berbagai
bentuknya. Namun dari segi pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas,
pelayanan umum, dan penyelenggaraan sudah berkembang, artinya Standar
pelayanan minimum (SPM) sudah terpenuhi tetapi secara pengelolaan belum
menunjukkan keberlanjutan dan keberadaan infrastruktur sudah ada, tetapi masih
perlu untuk diperbaiki dan dibangun kembali. Hingga pada tahun 2020, berdasarkan
berita acara penetapan status desa yang diterbitkan pada tahun 2020, Desa Mandi
Angin masih ditetapkan dengan status tertinggal dengan nilai 0.5871, tidak jauh

berbeda dengan IDM pada tahun 2019. Hal itu menunjukkan bahwa pembangunan



masih harus terus dilakukan dengan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan serta
permasalahan yang terjadi di Desa.

Kemudian berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, sebagian besar
masyarakat desa Mandi Angin masih tergolong miskin. Hal tersebuut dapat dilihat
melalui tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Kartu Keluarga Miskin Desa Mandi Angin

Jumlah Kartu Keluarga Jumlah Kartu Keluarga (Miskin)

210 192

Sumber : Diolah Oleh Peneliti berdasarkan data Desa Mandi Angin tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, ada sebanyak 192 Kartu Keluarga (KK) miskin dari
210 Kartu Keluarga (KK), artinya hanya ada 18 Kartu Keluarga (KK) yang tergolong
sejahtera di Desa Mandi Angin. Tentunya hal itu harus menjadi salah satu prioritas
pembangunan di desa Mandi Angin guna mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGS) yang pertama, yaitu desa tanpa kemiskinan. Percepatan
penanggulangan kemiskinan sudah semestinya menjadi salah satu usulan prioritas
pada musrenbangdes. Musrenbangdes sudah seharusnya dihadiri oleh masyarakat
agar dapat menemukan usulan terbaik yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi.
Adapun hak-hak masyarakat diatur pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Ilir No 15 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat,
Ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
1. Masyarakat berhak dan wajib untuk ikut berpartisipasi dalam proses

perumusan keputusan tentang rencana pembangunan
2. Masyarakat berhak dan wajib mengungkapkan masalah-masalah yang

dihadapi, dirasakan, dan disampaikan dalam bentuk apapun di setiap jenjang



forum perencanaan pembangunan yang berdasarkan pada etika komunikasi

publik

Segala bentuk pembangunan mulai dari proses perencanaan sampai dengan
pemeliharaan hasil pembangunan harus dilakukan dengan bebasis masyarakat
dengan memenuhi kaidah partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif dan akuntabel.
Permasalahan ketidaksesuaian usulan yang diajukan menjadi salah satu penyebab
lambannya roda pembangunan, hal itu dapat diakibatkan dari gagalnya perencanaan
secara teknis dalam pembangunan desa. Ketidaksesuaian itu dapat diakibatkan
karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,
sehingga aspirasi masyarakat belum terserap sepenuhnya. Hal itu didukung oleh data
sebagai berikut :

Tabel 2 Daftar hadir peserta musrenbangdes Desa Mandi Angin

No Daftar Peserta Hadir Jumlah
Kepala Desa 1
Perangkat Desa
Kadus
Kecamatan
BPD

PLD

Pkk

Kader Posyandu
Bidan Desa
Masyarakat

[EEN

OO N OB lWIN
N RO FPOTO (N>

Total 28
Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan daftar hadir peserta musrenbang Desa

Mandi Angin

Berdasarkan tabel di atas maka dapat Kkita lihat bahwa musrenbangdes

dihadiri oleh perwakilan kecamatan berjumlah 6 orang, kemudian kehadiran unsur
masyarakat hanya berjumlah 22 orang dengan rincian kepala desa 1 orang, perangkat
desa 4 orang yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Kaur Kesra, Kaur TU, dan Kaur

Perencanaan, kemudian perwakilan dari kadus, BPD, PLD, PKK, Kader Posyandu,



Bidan Desa, Serta perwakilan masyarakat 2 orang. Masih ada beberapa unsur
masyarakat yang tidak menghadiri musrenbangdes.

Tabel 3 Perbandingan Jumlah Peserta dengan Jumlah Kepala Keluarga

Kepala Peserta %
Keluarga Musrenbangdes
Desa Mandi (Jiwa) (Jiwa)
Angin
210 22 10,47%

Sumber : Diolah oleh penulis

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa persentase
keterlibatan masyarakat masih belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang
belum ikut serta dalam Musrenbangdes di Desa Mandi Angin yang mewakili
populasi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan temuan dari musrenbang yang
dilaksanakan sebelumnya, menunjukkan keterwakilan masyarakat berdasarkan KK
hanya mencapai 10,47% atau hanya berjumlah 22 orang. Adapun jumlah itu belum
memenuhi jumlah unsur masyarakat yang diundang, dikarenakan masih ada unsur
masyarakat yang tidak hadir meskipun sudah diundang oleh kepala desa

Selain itu, pada pasal 47 ayat 3 permendesa Nomor 21 Tahun 2020 dinyatakan
bahwa Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam
Musrenbang Desa. Unsur Masyarakat diantaranya meliputi :

1.  Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan
budaya, dan keterwakilan kewilayahan;

2. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani, Organisasi atau kelompok
nelayan dan/atau buruh nelayan, Organisasi atau kelompok perajin,

3. Organisasi atau kelompok perempuan, kelompok pemuda atau pelajar,

4.  Forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak,

5. Perwakilan kelompok masyarakat miskin,



6. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel, dan lain sebagainya,

Aturan tersebut mengatur mengenai pentingnya keterlibatan unsur masyarakat
dalam perencanaan pembangunan desa. Namun, berdasarkan data yang didapatkan,
masih banyak unsur masyarakat yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan
musrenbangdes di Desa Mandi Angin. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan yang
perlu diperhatikan dari pelaksanaan musrenbangdes.

Fenomena tersebut tidak sesuai dengan konsep demokrasi deliberatif yang
menekankan pada partisipasi masyarakat dengan memperhatikan fakta-fakta relevan
dari berbagai sudut pandang, guna memperluas pemahaman dan proses berpikir kritis
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga keputusan yang diambil
didasarkan pada kolaborasi dari berbagai aspirasi, kepentingan, dan penilaian faktual,
bukan hanya berdasarkan kepentingan kepala desa saja. Kemudian fenomena
tersebut dapat dinilai melalui batasan-batasan demokrasi deliberatif menurut Philip
Pettit (2001), yaitu :

1)  Inklusif : menekankan pada perlunya kehadiran peserta yang mewakili seluruh
kebutuhan masyarakat, yang mana semua anggota mempunyai hak yang sama
untuk memberikan suara mengenai bagaimana menyelesaikan isu-isu kolektif
yang relevan

2)  Menghakimi : Masyarakat mempertimbangkan bagaimana mereka harus
memilih Dberdasarkan pertimbangan mengenai apa yang terbaik secara
keseluruhan: apa yang mungkin memajukan kepentingan bersama yang dapat

diakui oleh masyarakat sebagai kepentingan bersama
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3) Dialogis : mereka harus melakukan pertimbangan ini dalam dialog terbuka dan
tanpa paksaan satu sama lain, baik dalam forum terpusat atau dalam berbagai
konteks desentralisasi.

Banyak penelitian terdahulu mengenai deliberative democracy yang ditemui,
namun membahas mengenai berbagai studi kasus diantaranya seperti lembaga adat,
open government, serta pembuatan peraturan daerah. Kemudian penelitian terdahulu
yang membahas tentang studi kasus musrenbangdes kebanyakan diteliti dengan
melihat bagaimana pelaksanaan, efektivitas serta partisipasi masyarakat dalam
musrenbangdes. Hanya ada beberapa penelitian yang membahas demokrasi
deliberatif secara khusus dalam konteks pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan desa atau Musrenbangdes. Seperti penelitian yang dilakukan oleh
Rahmat Rafinzar (2021) dan Mardianto (2022) yang meneliti tentang demokrasi
deliberatif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenabngdes).
Adapun perbedaannya dengan penelitian ini dapat dilihat dari segi lokus, belum ada
penelitian yang membahas tentang deliberative democracy dalam Musyawarah
perencanaan pembangunan secara khusus di Desa Mandi Angin. Selain itu, peneliti
akan menganalisis menggunakan karakteristik demokrasi deliberatif menurut Philip
Pettit (2001) yang mengemukakan tentang 3 batasan demokrasi deliberatif. Hal itu
menunjukkan  kebaruan penelitian, dimana peneliti akan menganalisis
Musrenbangdes di Desa Mandi Angin dengan menggunakan karakteristik deliberatif
menurut Philip Pettit yang mampu menggambarkan fenomena yang terjadi dalam
Musrenbangdes di Desa Mandi Angin.

Berdasarkan fenomena deliberative democracy yang muncul pada pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Mandi Angin, maka perlu
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dilakukan penelitian lebih lanjut terkait  “Deliberative Democracy Dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Mandi
Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir”
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan rumusan
masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Deliberative Democracy Dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Mandi
Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir?
1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Deliberative
Democracy Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
Di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat membuat wawasan dan pengetahuan
peneliti menjadi bertambah dan juga penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan acuan dan menjadi referensi bagi pembelajaran dan
penelitian selanjutnya.
1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi
instansi terkait untuk memperbaiki kinerjanya. Dan juga penelitian ini diharapkan
dapat menjadi solusi untuk pemerintah Desa Mandi Ingin untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes.
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